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KAJIAN EFEKTIVITAS PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK
OLEH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI MASA PANDEMI COVID-19





The COVID-19 pandemic has had a high impact on the business and economy sector in
Indonesia. To respond to this, the government has issued various policies, especially for MSMEs.
Tax incentives for MSMEs issued by the government can be utilized by taxpayers until June
2021. This research aims to see the effectiveness of the use of tax incentives by mapping the
factors that affect MSME taxpayer compliance and the determinants of MSME business
success during the crisis due to the pandemic. This study uses a literature study approach with
a descriptive qualitative method. The effectiveness of the use of tax incentives during this
pandemic can show the level of compliance of MSME taxpayers and affect the sustainability
of MSME businesses. Taxpayer compliance with the use of incentives is seen from the
socialization of taxation, tax rates, understanding of taxation, and the perception of tax
convenience provided by the government in the context of handling the impact of the
pandemic, which shows that the response of MSMEs is very good in the first quarter of 2021. It
is also seen from the perspective of MSME business continuity. The financial impact caused by
this pandemic has caused MSMEs to be unable to carry out their tax obligations so that these
tax incentives can provide relief and convenience for them MSME actors to carry out their tax
obligations.
Keywords: COVID-19; MSMEs; Tax Incentives
Abstrak
Dampak pandemi COVID-19 telah dirasakan oleh sektor bisnis dan ekonomi di Indonesia.
Untuk merespons hal tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan,
khususnya untuk UMKM. Pemberian insentif perpajakan untuk UMKM yang dikeluarkan
pemerintah dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sampai bulan Juni 2021. Penelitian
bertujuan untuk melihat efektivitas pemanfaatan insentif pajak melalui pemetaan faktor-
faktor yang dapat membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM dan faktor-faktor
penentu keberhasilan usaha UMKM di masa krisis akibat pandemi. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan.
efektivitas pemanfaatan insentif pajak dalam masa pandemi ini dapat menunjukkan tingkat
kepatuhan wajib pajak UMKM dan mempengaruhi keberlangsungan usaha UMKM.
Kepatuhan wajib pajak atas penggunaan insentif ini dilihat dari sosialisasi perpajakan, tarif
pajak, pemahaman perpajakan, dan persepsi kemudahan perpajakan yang diberikan oleh
pemerintah dalam rangka penanganan dampak pandemi menunjukkan bahwa respon
UMKM sangat baik di kuartal pertama tahun 2021. Disamping itu, efektivitas pemanfaatan
insentif pajak juga dilihat dari segi keberlangsungan usaha UMKM, dampak keuangan yang
ditimbulkan akibat adanya pandemi ini, menyebabkan UMKM tidak dapat melakukan
kewajiban perpajakannya, sehingga dengan adanya insentif pajak tersebut dapat
memberikan keringanan dan kemudahan kepada pelaku UMKM untuk melakukan
kewajiban perpajakannya.
Kata Kunci: COVID-19; Insentif Pajak; UMKM
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PENDAHULUAN
Pandemi COVID-19 diketahui masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2020 dan membawa
dampak bagi seluruh sektor kehidupan, tidak hanya dari sektor kesehatan tetapi juga sektor
ekonomi sosial. Untuk merespons dampak tersebut, maka Pemerintah Indonesia
mengeluarkan sejumlah paket kebijakan penanganan krisis akibat pandemi dengan total
biaya USD 725 juta dalam bentuk insentif keuangan yang terbagi kedalam beberapa sektor,
antara lain pariwisata, jasa penerbangan dan properti, serta penambahan subsidi dan
pemotongan pajak (OECD, 2020). Sedangkan, untuk sektor UMKM dan koperasi terdapat
lima kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkop-UKM (2020), yaitu penyaluran bantuan
sosial kepada pelaku usaha UMKM yang miskin dan rentan; insentif pajak bagi UMKM;
relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM; perluasan pembiayaan modal kerja UMKM;
menempatkan kementerian, BUMN, dan Pemerintah Daerah sebagai penyalur produk UMKM;
dan pelatihan serta sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah melalui online learning.
Pemberian insentif perpajakan untuk UMKM yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 70,1
triliun untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 (kompas.com, 2020), tetapi sampai
akhir tahun 2020 hanya 464.316 wajib pajak UMKM yang menerima manfaat insentif pajak.
Oleh karena itu, Pemerintah melakukan perpanjangan pemanfaatan insentif pajak sampai
30 juni 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang pemberian
Insentif Pajak yang berlaku mulai 1 Februari 2021. Peraturan tersebut semakin memberikan
kemudahan secara administratif dalam proses pemanfaatannya, karena UMKM yang
memanfaatkan insentif pajak tidak perlu membuat surat keterangan PP 23, namun
diharuskan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.
Kemudahan yang diberikan dengan adanya beleid tersebut terlihat dari peningkatan jumlah
penerima manfaat insentif pajak pada kuartal I/2021 yang mencapai 286.000 wajib pajak
(news.ddtc.co.id, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa et al.,
(2020) terhadap wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Malang Utara, menemukan bahwa
pemanfaatan insentif pajak UMKM dalam PMK 44 Tahun 2020 dipengaruhi oleh sosialisasi
perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta kemudahan pelayanan
perpajakan. Selain itu praktik akuntansi yang dilakukan oleh wajib pajak UMKM dan persepsi
atas pemanfaatan insentif pajak juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan pajak UMKM (Saputra et al., 2020). Temuan penelitian yang dilakukan oleh Dewi
& Nataherwin (2020), yang menemukan bahwa tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh
positif terhadap kepatuhan, sedangkan insentif pajak dan pelayanan pajak tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan. Insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
dikarenakan saat penelitian tersebut dilakukan (akhir tahun 2020) wajib pajak belum dapat
memastikan bahwa kebijakan insentif pajak akan tetap berlangsung selama kondisi belum
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normal, sedangkan pelayanan pajak tidak pengaruh terhadap kepatuhan dikarenakan
selama awal pandemi, pelayanan pajak dilakukan secara daring, sehingga wajib pajak
banyak merasakan kendala, terutama masalah jaringan internet, sehingga pelayanan
administratif banyak yang tertunda. Namun hasil penelitian Dewi & Nataherwin (2020)
berbeda dengan hasil penelitian Andrew & Sari (2021), yang menemukan bahwa pelayanan
fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; sedangkan sanksi
perpajakan tidak memiliki terhadap kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak merasa
bahwa sanksi perpajakan selama masa pandemi tidak terlalu ketat dan cenderung longgar.
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji
tentang efektivitas pemanfaatan insentif pajak oleh UMKM pada masa pandemi COVID-19
berdasarkan beberapa literatur yang penulis dapatkan. Efektivitas pemanfaatan insentif
pajak dapat dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan dan keberlangsungan usaha UMKM dalam situasi krisis akibat pandemi.
Penelitian bertujuan untuk melihat efektivitas pemanfaatan insentif pajak melalui pemetaan
faktor-faktor yang dapat membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM dan faktor
pendukung keberlangsungan usaha UMKM di masa krisis akibat pandemi.
METODOLOGI
Metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang diperoleh dari buku, karya
ilmiah, ensiklopedia internet, dan sumber-sumber lain digunakan dalam penelitian ini (Hadi,
2002). Studi kepustakaan dilakukan agar memberikan gambaran terkait aspek-aspek yang
mempengaruhi efektivitas pemanfaatan insentif pajak oleh UMKM pada masa pandemi
COVID-19, dilihat dari kepatuhan wajib pajak dan keberlangsungan usaha UMKM dalam
situasi krisis ini. Metode pengumpulan data penelitian dengan memilih data-data
kepustakaan untuk dilakukan analisis secara sistematis (Muhadjir, 1998). Data literatur terkait
pemberian insentif pajak selama masa pandemi tahun 2020 dan 2021.
HASIL DAN PEMBAHASAN
PMK Nomor 9/PMK.03/2021 merupakan langkah Pemerintah Indonesia dalam melakukan
perpanjangan waktu pemberian insentif pajak untuk mengatasi dampak akibat pandemi
COVID-19 sampai 30 Juni 2021, dimana semula melalui PMK 86/PMK.03/2020 jo PMK
110/PMK.03/2020 tentang pemberian insentif pajak sampai 31 Desember 2020. Selain
perpanjangan waktu yang diberikan, pemerintah juga memperluas kode Klasifikasi
Lapangan Usaha (KLU). Pengajuan permohonan penggunaan insentif dan laporan realisasi
dilakukan secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak UMKM
mendapatkan insentif PPh Final 0,5% (PP 23 Tahun 2018) yang ditanggung pemerintah (DTP).
Oleh karena itu, wajib pajak UMKM tidak melakukan penyetoran pajak terutang, dan juga
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pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan UMKM tersebut tidak perlu melakukan
pemotongan atau pemungutan pajak. Untuk menggunakan insentif pajak UMKM ini, pelaku
UMKM tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, seperti dalam peraturan Menteri
keuangan sebelumnya, namun hanya cukup menyampaikan laporan realisasi paling lambat
tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya, efektivitas pemanfaatan insentif pajak ini akan
dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan keberlangsungan usaha UMKM setelah
menggunakannya, melalui ulasan studi literatur penelitian-penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya.
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Teori yang mendasari kepatuhan wajib pajak yang banyak dilakukan peneliti adalah Theory
of Planned Behaviour (TPA). Teori tersebut menjelaskan tentang perilaku manusia dalam
bertindak dipengaruhi oleh beberapa hal (Ajzen, 1991). Jika dilihat dari kepatuhan wajib
pajak UMKM, maka teori ini sangat relevan, karena kepatuhan wajib pajak dalam
menjalankan seluruh kewajiban perpajakan di tengah pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh
sisi psikologis dari masing-masing pelaku UMKM, baik yang berbentuk orang pribadi maupun
badan. Menurut teori tersebut, ada tiga hal penting yang mempengaruhi kepatuhan, yaitu
sikap (attitude) wajib pajak tersebut untuk taat atau tidak taat; norma subjektif (subjective
norm) yang akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak; persepsi untuk mengontrol perilaku
(Perceived Behavioral Control) yang dipengaruhi oleh pihak internal maupun eksternal.
Sehingga dari tiga hal diatas akan membentuk niat (intention) wajib pajak dalam
membentuk perilaku kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya.
Sosialisasi Pajak
Sosialisasi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak
(Andayani, 2018). Sosialisasi terkait peraturan-peraturan perpajakan oleh pemerintah sangat
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Andrew & Sari, 2021). Hal ini sangat
sesuai dengan konsep TPA, bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban
perpajakannya (behavioral) dipegaruhi oleh niat dan norma subjektif, harus didukung
dengan adanya tindakan-tindakan eksternal (Perceived Behavioral Control) melalui
sosialisasi yang dilakukan oleh DJP terkait insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib
pajak, khususnya UMKM. Karena informasi terkait insentif dalam masa pandemi ini
merupakan hal baru, jika dibandingkan dengan program insentif lain, seperti tax holiday dan
tax amnesty. Menurut Rohmah et al. (2021), dengan diberikannya sosialisasi tentang
peraturan perpajakan yang ada, maka kesadaran wajib pajak akan timbul dan mendorong
motivasi untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Namun, sosialisasi pajak juga ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak, khususnya UMKM, dikarenakan sosialisasi yang dilakukan pemerintah, khususnya
pemerintah Kota Semarang kurang optimal, sehingga banyak wajib pajak yang belum
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mengetahui informasi mengenai insentif tersebut (Listiyowati et al., 2021). Sosialisasi pajak
yang dilakukan oleh pemerintah sangat dibutuhkan oleh wajib pajak, terutama UMKM, di
masa pandemi saat ini, karena kebijakan pajak dari pemerintah yang sangat cepat
perubahannya untuk menyesuaikan dengan keadaan ekonomi masyarakat yang
terdampak. Sosialisasi yang intensif dilakukan oleh pemerintah dapat mendorong kesadaran
wajib pajak dan meningkatkan motivasinya untuk melakukan kewajiban perpajakan di
masa pandemi ini.
Tarif pajak
Insentif pajak yang diberikan pemerintah sebagian besar berupa pengurangan tarif pajak
dan pajak ditanggung pemerintah (DTP), sehingga melalui skema DTP ini wajib pajak tidak
perlu membayarkan pajak terutang. Program insentif pajak pada masa pandemi ini masuk
dalam jenis pajak ditanggung pemerintah (DTP), sehingga melalui program ini wajib pajak
dapat memanfaatkan tarif 0% (ditanggung pemerintah), dibandingkan tarif sebelumnya
sebesar 0,5% dari omzet, yang akan memberatkan bagi UMKM terdampak COVID-19
(Andrew & Sari, 2021). Niat yang ditunjukkan oleh wajib pajak dengan ikut memanfaatkan
insentif pajak tersebut, menunjukkan kepatuhan wajib pajak (Dewi & Nataherwin, 2020) dan
telah sejalan dengan TPA. Penentuan tarif pajak yang adil juga dapat mendorong tingkat
kepatuhan wajib pajak UMKM (Cahyani & Noviari, 2019). Penurunan tarif pajak yang
diberikan oleh pemerintah akan medorong kemampuan wajib pajak untuk membayar dan
melaporkan pajak tepat waktu (Dewi & Nataherwin, 2020).
Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama saat pandemi, karena
operasional usaha wajib pajak UMKM sangat terdampak, sehingga dengan adanya
pengurangan tarif dapat membantu wajib pajak UMKM dalam menangani dampak
keuangan, serta mendorong wajib pajak dapat tetap melaksanakan kewajiban
perpajakannya tersebut.
Pemahaman Perpajakan
Faktor pemahaman perpajakan terhadap mekanisme dan peraturan perpajakan sangat
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Yusro & Kiswanto, 2014; Ananda et al., 2015;
Marpaung et al., 2016; (Rohmah et al., 2021). Pemahaman mengenai mekanisme
perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan,
terutama saat pandemi seperti saat ini, wajib pajak khususnya UMKM ‘dipaksa’ untuk bisa
menggunakan sistem online. Pemahaman perpajakan terkait dengan behavioral belief
yang termasuk dalam TPA, dapat dinilai dari kemampuan wajib pajak UMKM dalam
melakukan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan akan
mendorong wajib pajak UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik,
sehingga semakin meningkatkan kepatuhan perpajakan (Cahyani & Noviari, 2019), sehingga
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penerimaan pajak dari sektor UMKM juga akan mengalami peningkatan (Riswanto et al.,
2017).
Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurvita (2013) menunjukkan hasil yang
berlawanan, sebab wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi akan cenderung
memiliki perlawanan aktif, karena wajib pajak dapat memainkan atau mengecilkan pajak
terutangnya, sedangkan wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang
kurang akan mempunyai sikap pasif atau cenderung tidak melaksanakan kewajiban
perpajakannya dengan baik.
Dalam kondisi pandemi, informasi kebijakan atas insentif pajak yang diberikan pemerintah
cukup cepat, tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Artinya sosialisasi dilakukan
bersamaan dengan penerbitan kebijakan tersebut, sedangkan dalam waktu yang
bersamaan, pelaku UMKM juga sedang melakukan upaya penyesuaian terhadap dampak
kegiatan bisnisnya dari sisi pendapatan yang berkurang, bahkan tidak sedikit dari UMKM
tersebut yang harus menutup usahanya. Pemahaman perpajakan terkait kebijakan-
kebijakan baru saat pandemi ini juga harus segera disesuaikan oleh pelaku UMKM,
mengingat kewajiban perpajakan juga tetap melekat, sehingga kepatuhan terhadap
kewajiban perpajakan tetap dapat terpenuhi.
Persepsi Kemudahan Perpajakan
Persepsi kemudahan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sebab
semakin mudah mekanisme perpajakan maka akan mendorong sikap patuh wajib pajak
dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Sariati et al., 2013; Agustiningsih & Isroah, 2016
Sulistyorini et al., 2017). Namun penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Sari (2020)
menunjukkan bahwa kemudahan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak, karena banyak wajib pajak yang belum sadar untuk melaksanakan kewajiban
perpajakannya.
Kemudahan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah melalui insentif pajak pandemi ini
direspon sangat baik oleh wajib pajak UMKM (Indaryani et al., 2020). Penggunaan sistem
online yang sudah dilakukan oleh DJP sejak tahun 2014 (online-pajak.com), dapat
dimaksimalkan pemanfaatannya di masa pandemi. Ditambah dengan kebijakan insentif
yang sangat memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM, khususnya. Wajib pajak
UMKM tidak perlu melakukan penyetoran pajak terutang dan tidak perlu mengajukan surat
keterangan PP 23, tetapi hanya perlu untuk melakukan laporan realisasi melalui website
tersebut. Hal ini tentunya sangat memberikan kemudahan perpajakan untuk pelaku UMKM.
Keberlangsungan Usaha UMKM
Pemanfaatan insentif pajak dapat mempertahankan keberlangsungan usaha UMKM
(Indaryani et al., 2020 dan Maharani & Jaeni, 2021). Pandemi COVID-19 yang disertai
adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di berbagai daerah
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menyebabkan rantai kegiatan operasional usaha menjadi terganggu. Supplier yang akan
melakukan pengiriman bahan baku akan mengalami kendala, sehingga kegiatan produksi
yang dilakukan UMKM juga akan berdampak. Pemanfaatan insentif pajak ini juga dapat
mengurangi beban UMKM. Melalui PMK 9/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak
terdampak pandemi COVID-19, pemberian insentif pajak diperpanjang sampai Juni 2021.
Untuk memanfaatkan insentif tersebut, maka wajib pajak UMKM harus mengajukan surat
permohonan Surat Keterangan kepada DJP dan selanjutnya harus menyampaikan jumlah
PPh terutang dalam bentuk laporan realisasi PPh Final DTP setiap bulan. Menurut hasil
penelitian yang dilakukan oleh Kumala & Junaidi (2020), kebijakan insentif pajak tersebut
sangat membantu UMKM dalam menjaga keberlangsungan usaha dalam menghadapi
masa pandemi.
Bencana nasional berupa pandemi COVID-19 ini berdampak pada seluruh aktivitas ekonomi
masyarakat. Untuk merespon hal tersebut, sejumlah kebijakan insentif pajak dikeluarkan oleh
pemerintah untuk membantu wajib pajak melalui kondisi sulit ini. Insentif tersebut direspon
sangat baik oleh wajib pajak, khususnya UMKM, yang sangat membantu stabilitas keuangan
dari UMKM yang sudah terpengaruh oleh penurunan jumlah permintaan dari konsumen.
Sehingga dengan pemanfaatan insentif pajak ini dapat mempertahankan keberlangsungan
usaha UMKM.
KESIMPULAN
Hasil penelitian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan
insentif pajak dalam masa pandemi ini dapat menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak
UMKM dan mempengaruhi keberlangsungan usaha UMKM. Kepatuhan wajib pajak atas
penggunaan insentif ini dilihat dari sosialisasi perpajakan, tarif pajak, pemahaman
perpajakan, dan persepsi kemudahan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah dalam
rangka penanganan dampak pandemi menunjukkan bahwa respon UMKM sangat baik di
kuartal pertama tahun 2021. Disamping itu, efektivitas pemanfaatan insentif pajak juga
dilihat dari segi keberlangsungan usaha UMKM, dampak keuangan yang ditimbulkan akibat
adanya pandemi ini, menyebabkan UMKM tidak dapat melakukan kewajiban
perpajakannya, sehingga dengan adanya insentif pajak tersebut dapat memberikan
keringanan dan kemudahan kepada pelaku UMKM untuk melakukan kewajiban
perpajakannya. Keuntungan yang diperoleh oleh wajib pajak UMKM yang seharusnya
disetorkan ke negara sebesar 0,5% (PP 23) dapat digunakan untuk menutup kerugian atau
membantu operasional UMKM yang telah terdampak pandemi tersebut.
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